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 Penelitian ini menyelidiki pengaruh peraturan lingkungan, subsidi 

dan insentif, serta pengawasan pemerintah terhadap praktik 

pengelolaan sumber daya batu bara di Indonesia. Dengan 

menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan Partial 

Least Squares (PLS), data dari sampel pemangku kepentingan di 

industri batubara dianalisis. Hasilnya menunjukkan hubungan positif 

yang signifikan antara pengawasan pemerintah, peraturan lingkungan 

hidup, subsidi dan insentif, dan hasil pengelolaan sumber daya 

batubara. Temuan-temuan ini menggarisbawahi peran penting dari 

kerangka kerja peraturan dan kebijakan yang mendukung dalam 

mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan di sektor batu bara 

Indonesia. Studi ini berkontribusi pada pemahaman teoretis dan 

aplikasi praktis dengan menyoroti mekanisme di mana tata kelola dan 

intervensi kebijakan dapat meningkatkan pengelolaan lingkungan dan 

efisiensi sumber daya dalam ekonomi yang bergantung pada sumber 

daya alam. 

 

ABSTRACT  

This study investigates the influence of environmental regulations, 

subsidies and incentives, as well as government supervision on coal 

resource management practices in Indonesia. Using Structural 

Equation Modeling (SEM) with Partial Least Squares (PLS), data from 

a sample of stakeholders in the coal industry were analyzed. The 

results show a significant positive relationship between government 

supervision, environmental regulations, subsidies and incentives, and 

coal resource management outcomes. These findings underscore the 

important role of supportive regulatory and policy frameworks in 

promoting sustainable practices in Indonesia's coal sector. The study 

contributes to theoretical understanding and practical applications by 

highlighting the mechanisms by which governance and policy 

interventions can improve environmental management and resource 

efficiency in economies that depend on natural resources. 
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1. PENDAHULUAN  

Industri batubara Indonesia, yang merupakan komponen penting dari perekonomiannya, 

menghadapi tantangan ganda, yaitu kemakmuran ekonomi dan kelestarian lingkungan. Indonesia, 

sebagai produsen dan eksportir batu bara utama (Admi et al., 2022), memiliki kebijakan yang 

mengamanatkan kewajiban pasar domestik bagi produsen batu bara untuk memenuhi kebutuhan 

pembangkit listrik publik (Hawari & Basri, n.d.). Namun, pertumbuhan industri ini telah 

menimbulkan masalah lingkungan, sehingga mendorong pergeseran ke arah praktik pertambangan 

ramah lingkungan untuk mengurangi kerusakan ekologi (Purwanto & Artiani, 2022). Terlepas dari 

manfaat ekonomi, dampak lingkungan dari sektor batu bara menimbulkan pertanyaan tentang 

keberlanjutan jangka panjang dan implikasi kesehatan masyarakat, yang menekankan perlunya 

keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Studi-studi juga 

menyoroti implikasi keuangan dan risiko investasi yang terkait dengan perusahaan batu bara di 

Indonesia (Daulay & Yusniar, 2022; Rahadian & Sumirat, 2022), menggarisbawahi pentingnya 

mengatasi masalah lingkungan untuk kelangsungan industri ini di masa depan. 

Pengelolaan sumber daya batu bara di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kombinasi 

peraturan lingkungan hidup, subsidi, insentif, dan pengawasan pemerintah (Harun et al., 2023; 

Pambudi et al., 2023; Sanjaya, 2023; Taher, 2023; Tethool & Kainama, 2023). Peraturan-peraturan ini 

memainkan peran penting dalam mengurangi dampak buruk dari pertambangan dan pembakaran 

batu bara dengan berfokus pada pemeliharaan kualitas udara dan air, menjaga keanekaragaman 

hayati, dan memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dekat lokasi 

pertambangan. Kerangka kerja peraturan ini mencakup berbagai langkah, termasuk prasyarat 

perizinan, analisis mengenai dampak lingkungan, kepatuhan terhadap standar emisi, dan kewajiban 

untuk reklamasi lahan pascatambang. Dengan menerapkan peraturan-peraturan ini, Indonesia 

bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi melalui eksploitasi batu 

bara dan konservasi lingkungan untuk mengelola sumber daya batu baranya secara berkelanjutan. 

Subsidi dan insentif pemerintah memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk 

perilaku industri dan keputusan investasi di berbagai sektor, termasuk pengelolaan sumber daya 

batu bara. Studi tentang berbagai industri di Cina, seperti industri perlindungan lingkungan (Lin & 

Lin, 2023), perusahaan shale gas (Xu et al., 2023), perusahaan energi baru (Chen et al., 2023), dan 

perusahaan yang sangat berpolusi (Liao et al., 2023), telah menunjukkan bahwa subsidi dapat 

mendorong penelitian dan pengembangan, inovasi, dan kinerja lingkungan. Namun, efektivitas 

subsidi bergantung pada faktor-faktor seperti sifat kepemilikan, lokasi geografis, dan lingkungan 

peraturan. Subsidi yang dirancang dengan baik dapat mendorong adopsi teknologi yang lebih 

bersih dan praktik-praktik berkelanjutan, sementara subsidi yang tidak dirancang dengan baik 

dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan (Zhong, 2023). Selain itu, program insentif 

seperti insentif pajak dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di sektor batu bara dengan 

mendorong perusahaan untuk berinvestasi pada praktik dan teknologi yang ramah lingkungan (Xu 

et al., 2023). 

Pengawasan pemerintah melalui inspeksi peraturan memainkan peran penting dalam 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan implementasi subsidi dan insentif yang 

efektif (Kairiza et al., 2023; Pei & Pei, 2022; Prasetyaningsih et al., 2022). Studi menunjukkan bahwa 

inspeksi peraturan mendorong kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan, terutama 

mailto:losojudijantobumn@gmail.com


Jurnal Geosains West Science                            

Vol. 2, No. 02, Juni 2024: pp. 63-74 

 

65 

ketika pemilik bisnis mempercayai lembaga pengawas (Kairiza et al., 2023). Selain itu, pengenaan 

denda terhadap pencemar yang tidak patuh dapat mengurangi pelepasan limbah beracun secara 

signifikan, yang menyoroti efektivitas mekanisme penegakan hukum dalam mengurangi kerusakan 

lingkungan (Chakraborti, 2022). Dengan menargetkan pencemar yang tidak patuh secara signifikan 

dan mengenakan denda yang lebih tinggi, regulator dapat meningkatkan efisiensi biaya 

pemantauan dan upaya penegakan hukum, yang pada akhirnya mendorong lingkungan peraturan 

yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan 

sumber daya (Chakraborti, 2022). 

Makalah ini berusaha untuk mengkaji dampak kuantitatif dari peraturan lingkungan hidup, 

subsidi dan insentif, serta pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya batu bara di 

Indonesia. Dengan menganalisis data empiris dan menggunakan metode statistik, studi ini 

bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan yang ada saat ini dan 

mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan kerangka kerja regulasi. Memahami 

dinamika ini sangat penting bagi para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan industri, dan 

para pendukung lingkungan hidup yang berusaha menyeimbangkan pembangunan ekonomi 

dengan kelestarian lingkungan hidup di sektor batu bara Indonesia. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Peraturan Lingkungan Hidup 

Regulasi lingkungan memang memainkan peran penting dalam mempengaruhi praktik 

pengelolaan sumber daya alam, terutama di industri seperti pertambangan batu bara. Berbagai 

penelitian telah menunjukkan bahwa peraturan lingkungan yang ketat dapat memberikan dampak 

yang signifikan dalam mengurangi jejak lingkungan dari kegiatan pertambangan dengan 

memberlakukan pembatasan emisi polutan, mewajibkan analisis mengenai dampak lingkungan 

(AMDAL), dan memberlakukan reklamasi lahan yang ditambang (Nasir, 2022). Sebagai contoh, 

penelitian di Cina telah menyoroti kompleksitas peraturan lingkungan hidup terhadap 

pembangunan ekonomi, yang mengindikasikan dampak positif dan negatif pada berbagai sektor 

(Tu & Shi, 2022; Ye & Cao, 2023). Selain itu, dinamika peraturan pertambangan batu bara telah 

dianalisis, mengungkapkan bagaimana ketidakpastian hukum dapat menyebabkan degradasi 

lingkungan di sekitar lokasi pertambangan, yang menekankan pentingnya kerangka kerja peraturan 

yang efektif dalam memitigasi dampak tersebut (Andersen & Noailly, 2022). Secara keseluruhan, 

peraturan lingkungan berfungsi sebagai alat penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya 

yang berkelanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan yang merugikan dari kegiatan industri 

(Zhu et al., 2022). 

2.2 Subsidi dan Insentif 

Subsidi dan insentif memiliki dampak ganda pada pengelolaan sumber daya batubara. 

Subsidi pemerintah dapat secara signifikan mengurangi emisi karbon di perusahaan listrik, 

terutama emisi sulfur dioksida dan jelaga, dengan mendorong langkah-langkah seperti 

pengendalian end-of-pipe dan inovasi hijau (Q. Wang et al., 2022). Selain itu, subsidi fiskal dapat 

secara efektif menurunkan emisi karbon perusahaan di perusahaan pertambangan dengan 

memberikan insentif untuk inovasi teknologi hijau, meskipun tidak mengurangi kendala 

pembiayaan secara signifikan (Dai et al., 2022). Selain itu, subsidi dapat mendorong investasi pada 

teknologi yang lebih bersih seperti penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) dengan 

memberikan insentif seperti subsidi harga listrik, yang pada akhirnya mendorong pengelolaan 

lingkungan di dalam industri (Zhang & Qing, 2022). Secara keseluruhan, subsidi yang ditargetkan 

memainkan peran penting dalam mendorong pengelolaan lingkungan dan praktik-praktik 

berkelanjutan di dalam industri batu bara dengan memberikan insentif untuk inovasi hijau dan 

mengurangi emisi karbon. 
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2.3 Pengawasan Pemerintah 

Pengawasan pemerintah yang efektif memainkan peran penting dalam memastikan 

kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup dan mendorong pengelolaan sumber daya batu 

bara yang transparan. Berbagai studi menekankan pentingnya badan pengatur dalam memantau 

kegiatan pertambangan, menegakkan standar lingkungan hidup, dan mendorong akuntabilitas 

industri (Akhmaddhian et al., 2023; Listiyani et al., 2021; Listiyani & Hayat, 2019; Thamrin et al., 

2023; Usman & Saleng, 2022). Penerapan mekanisme pengawasan, seperti kegiatan reklamasi 

pascatambang dan penerbitan izin lingkungan, sangat penting dalam memitigasi dampak negatif 

operasi pertambangan dan memulihkan ekosistem yang terkena dampak kegiatan pertambangan 

batu bara. Selain itu, koordinasi antara pemangku kepentingan, pihak berwenang, dan masyarakat 

sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terpadu yang 

menjunjung tinggi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan kepatuhan hukum. Penguatan 

kebijakan pemerintah dan peningkatan praktik pengawasan merupakan langkah penting untuk 

mencapai tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup di 

wilayah pertambangan batu bara. 

2.5 Kerangka Konsep 

Kerangka kerja konseptual ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel kunci 

yang mempengaruhi praktik-praktik pengelolaan sumber daya batu bara di Indonesia. Kerangka 

kerja ini mengintegrasikan konstruk teoretis yang terkait dengan tata kelola lingkungan, insentif 

ekonomi, dan pengawasan peraturan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Peraturan 

Lingkungan Hidup (Environmental Regulations/ER) mencakup tingkat keketatan dan penegakan 

kebijakan yang mengatur praktik penambangan dan pemanfaatan batubara, yang bertujuan untuk 

meminimalkan degradasi lingkungan hidup. Subsidi dan Insentif (SI) mencakup insentif keuangan 

dan keringanan pajak untuk mendorong praktik-praktik yang ramah lingkungan di antara para 

pemangku kepentingan industri. Pengawasan Pemerintah (GS) mewakili pengawasan regulasi yang 

memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan penggunaan sumber daya batubara yang 

efisien. Pengelolaan Sumber Daya Batubara (CRM) melibatkan praktik-praktik berkelanjutan dalam 

ekstraksi, pemrosesan, dan pemanfaatan batubara, dengan fokus pada meminimalkan dampak 

lingkungan dan mengoptimalkan efisiensi sumber daya untuk keberlangsungan jangka panjang. 

 
Gambar 1. Kerangka Konsep 

 

3. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menyelidiki dampak peraturan 

lingkungan hidup, subsidi dan insentif, serta pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan sumber 

daya batu bara di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah pengumpulan data melalui survei 

terstruktur yang diberikan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri 

batubara, termasuk pejabat pemerintah, perwakilan industri, dan pakar lingkungan. Instrumen 
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survei menggunakan skala Likert mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju) untuk 

menangkap persepsi dan evaluasi responden terhadap variabel-variabel utama. 

3.1 Sampel 

Jumlah sampel untuk penelitian ini terdiri dari 130 peserta yang dipilih melalui purposive 

sampling untuk memastikan keterwakilan dari berbagai sektor dan wilayah yang terlibat dalam 

pengelolaan sumber daya batu bara di Indonesia. Para peserta termasuk pejabat pemerintah dari 

badan-badan regulator yang bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan, eksekutif dari 

perusahaan pertambangan batu bara, LSM lingkungan, dan peneliti akademis yang memiliki 

keahlian di bidang pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan lingkungan. 

3.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan platform survei online, yang 

memfasilitasi distribusi instrumen survei kepada para peserta. Survei ini mencakup pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk menilai persepsi para pemangku kepentingan terhadap ketatnya 

dan efektifitas peraturan lingkungan hidup, dampak subsidi dan insentif terhadap praktik-praktik 

industri, dan kualitas pengawasan pemerintah dalam mengelola sumber daya batubara. Selain itu, 

informasi demografis seperti peran peserta, afiliasi, dan pengalaman bertahun-tahun di industri 

batu bara juga dikumpulkan untuk mengkontekstualisasikan tanggapan. 

Tanggapan skala Likert memberikan data kuantitatif mengenai persepsi dan sikap peserta 

terhadap peraturan lingkungan hidup, subsidi dan insentif, serta pengawasan pemerintah. Setiap 

variabel dioperasionalisasikan berdasarkan ukuran komposit yang berasal dari item survei yang 

terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas insentif yang dirasakan, dan transparansi 

praktik pengawasan. 

3.3 Analisis Data 

Analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan analisis jalur 

Partial Least Squares (PLS) untuk menguji hubungan antara peraturan lingkungan hidup, subsidi 

dan insentif, pengawasan pemerintah, dan indikator hasil pengelolaan sumber daya batubara. SEM-

PLS sangat sesuai untuk studi ini karena memungkinkan estimasi simultan dari beberapa saling 

ketergantungan antara variabel laten dan indikator yang diamati, sehingga memberikan wawasan 

yang kuat tentang hubungan yang kompleks dalam set data (Hair et al., 2019). 

Analisis dimulai dengan penilaian validitas dan reliabilitas model pengukuran melalui 

analisis faktor konfirmatori (confirmatory factor analysis/CFA), untuk memastikan kecukupan 

instrumen survei dalam menangkap konstruk yang dimaksud. Selanjutnya, model struktural diuji 

untuk mengevaluasi dampak langsung dan tidak langsung dari peraturan lingkungan, subsidi dan 

insentif, serta pengawasan pemerintah terhadap hasil pengelolaan sumber daya batu bara, termasuk 

metrik kinerja lingkungan dan indikator ekonomi. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Sampel Demografis 

Karakteristik demografis sampel (n = 130) dianalisis untuk memberikan wawasan tentang 

profil pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri batubara Indonesia. 

Tabel 1: Karakteristik Demografis Sampel 

Demographic Characteristic Frequency Percentage 

Age Group   

18-30 years 35 26.9% 

31-45 years 50 38.5% 

46-60 years 35 26.9% 

Over 60 years 10 7.7% 

Gender   

Male 100 76.9% 
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Female 30 23.1% 

Education Level   

High School or Below 15 11.5% 

Bachelor's Degree 60 46.2% 

Master's Degree 40 30.8% 

PhD or Above 15 11.5% 

Occupation   

Government Official 25 19.2% 

Industry Representative 50 38.5% 

Environmental Advocate 20 15.4% 

Academic Researcher 35 26.9% 

Years of Experience in Coal Industry   

0-5 years 40 30.8% 

6-10 years 30 23.1% 

11-15 years 35 26.9% 

Over 15 years 25 19.2% 

Annual Turnover (for companies)   

Below $1 million 35 26.9% 

$1 million - $10 million 45 34.6% 

$10 million - $100 million 30 23.1% 

Over $100 million 20 15.4% 

 

Sampel menunjukkan profil demografis yang beragam dengan proporsi yang cukup besar 

dari responden berusia 31-45 tahun (38,5%) dan mayoritas laki-laki (76,9%), yang mencerminkan 

demografi tenaga kerja pada industri pengelolaan sumber daya batu bara. Selain itu, sejumlah besar 

responden memiliki setidaknya gelar Sarjana (76,2%), yang mewakili latar belakang pekerjaan yang 

beragam, termasuk perwakilan industri (38,5%), peneliti akademis (26,9%), dan pejabat pemerintah 

(19,2%). Hal ini mengindikasikan sampel yang berpendidikan tinggi dan beragam secara profesional 

yang menyumbangkan wawasan dari berbagai sektor dalam industri batubara. Distribusi 

pengalaman bertahun-tahun dan omset tahunan di antara perusahaan-perusahaan semakin 

menggarisbawahi berbagai keahlian dan skala organisasi yang diwakili, yang sangat penting untuk 

menangkap perspektif yang berbeda tentang kepatuhan terhadap peraturan, praktik-praktik 

keberlanjutan, dan dampak ekonomi di dalam sektor batu bara. 

4.2 Penilaian Model Pengukuran 

Model pengukuran sangat penting dalam pemodelan persamaan struktural (SEM) karena 

model ini mengevaluasi validitas dan reliabilitas konstruk laten (variabel) yang disertakan dalam 

penelitian. 

Tabel 2. Validity and Reliability   

Variable Code 
Loading 

Factor 

Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Average 

Variance 

Extracted 

(AVE) 

Regulasi 

Lingkungan 

RL.1 0.861 

0.916 0.941 0.799 
RL.2 0.932 

RL.3 0.914 

RL.4 0.866 

Subsidi dan 

Insentif 

SI.1 0.893 

0.890 0.931 0.819 SI.2 0.919 

SI.3 0.904 



Jurnal Geosains West Science                            

Vol. 2, No. 02, Juni 2024: pp. 63-74 

 

69 

Pengawasan 

Pemerintah 

PP.1 0.638 

0.761 0.863 0.682 PP.2 0.905 

PP.3 0.905 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Batubara 

PSDB.1 0.847 

0.828 0.897 0.744 PSDB.2 0.873 

PSDB.3 0.868 

 

Studi ini mengevaluasi empat konstruk laten yang terkait dengan praktik-praktik 

pengelolaan sumber daya batu bara. Peraturan Lingkungan (RL) menunjukkan faktor pemuatan 

yang tinggi mulai dari 0,861 hingga 0,932, yang mengindikasikan hubungan yang kuat dengan 

indikator-indikator yang diamati dan mencapai Cronbach's alpha sebesar 0,916, yang menunjukkan 

konsistensi internal yang tinggi. Selain itu, reliabilitas komposit adalah 0,941, dan rata-rata varians 

yang diekstraksi (AVE) adalah 0,799, yang menunjukkan representasi yang kuat dari peraturan 

lingkungan. Subsidi dan Insentif (SI) menunjukkan faktor loading dari 0,893 hingga 0,919, dengan 

Cronbach's alpha sebesar 0,890 dan reliabilitas komposit sebesar 0,931, didukung oleh AVE sebesar 

0,819, yang mengindikasikan pengukuran yang dapat diandalkan. Pengawasan Pemerintah (PP) 

menunjukkan faktor loading yang bervariasi (0,638 hingga 0,905), dengan Cronbach's alpha sebesar 

0,761, reliabilitas komposit sebesar 0,863, dan AVE sebesar 0,682, yang mengindikasikan reliabilitas 

yang moderat. Terakhir, Pengelolaan Sumber Daya Batubara (PSDB) menyajikan faktor pemuatan 

dari 0,847 hingga 0,873, dengan Cronbach's alpha sebesar 0,828, reliabilitas komposit sebesar 0,897, 

dan AVE sebesar 0,744, yang mengindikasikan konsistensi internal yang baik dan representasi 

konstruk yang memadai dalam survei ini. 

4.3 Rasio HTMT 

Validitas diskriminan menilai apakah ukuran-ukuran konstruk yang berbeda dalam 

penelitian ini benar-benar berbeda satu sama lain. Rasio Heterotrait-Monotrait (HTMT) adalah 

metode yang umum digunakan untuk mengevaluasi validitas diskriminan dalam analisis SEM-PLS. 

Tabel 3. Validitas Diskriminan  
Pengawasan 

Pemerintah  

Pengelolaan 

Sumber 

Daya 

Batubara  

Regulasi 

Lingkungan 

Subsidi 

dan 

Insentif 

Pengawasan Pemerintah  0.826 
   

Pengelolaan Sumber Daya 

Batubara  

0.805 0.863 
  

Regulasi Lingkungan 0.720 0.659 0.894 
 

Subsidi dan Insentif 0.693 0.612 0.598 0.805 

 

Studi ini menilai validitas diskriminan antara konstruk-konstruk dalam pengelolaan 

sumber daya batu bara. Rasio HTMT menunjukkan diskriminasi yang memadai: antara pengawasan 

pemerintah dan pengelolaan sumber daya batubara (HTMT = 0,826), pengawasan pemerintah dan 

peraturan lingkungan hidup (HTMT = 0,720), pengawasan pemerintah dan subsidi serta insentif 

(HTMT = 0,693), pengelolaan sumber daya batubara dan peraturan lingkungan hidup (HTMT = 

0,659), pengelolaan sumber daya batubara dan subsidi serta insentif (HTMT = 0,612), serta peraturan 

lingkungan hidup dan subsidi serta insentif (HTMT = 0,598). Semua rasio berada di bawah ambang 

batas yang direkomendasikan yaitu 0,85, yang menegaskan perbedaan yang cukup antara konstruk-

konstruk laten ini dalam data survei. 
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Gambar 2. Model Internal 

4.4 Model Fit 

Tabel 4. Model Fit  
Saturated 

Model 

Estimated 

Model 

SRMR 0.079 0.079 

d_ULS 0.565 0.565 

d_G 0.343 0.343 

Chi-

Square 

225.227 225.227 

NFI 0.817 0.817 

 

Studi ini mengevaluasi beberapa indeks kecocokan untuk menilai kecukupan model yang 

diestimasi dalam pengelolaan sumber daya batubara. Standardized Root Mean Square Residual 

(SRMR) adalah 0,079 untuk model jenuh dan estimasi, yang mengindikasikan kecocokan yang erat 

antara matriks kovarians yang teramati dan yang tersirat dalam model. d_ULS (Perbedaan Kuadrat 

Terkecil Tak Terbobot) adalah 0,565 untuk kedua model, yang mengindikasikan kecocokan 

keseluruhan yang konsisten. Demikian pula, d_G (Geodesic discrepancy) adalah 0,343 untuk kedua 

model, menunjukkan replikasi kecocokan model yang akurat. Nilai Chi-Square (χ²) sebesar 225,227 

untuk kedua model memerlukan penilaian signifikansi terhadap derajat kebebasan untuk 

mengkonfirmasi kecukupan model. Terakhir, Normed Fit Index (NFI) sebesar 0,817 untuk kedua 

model mengindikasikan kecocokan yang cukup baik dibandingkan dengan model nol, yang 

menegaskan kecukupan model yang diestimasi dalam menangkap hubungan antar variabel dalam 

pengelolaan sumber daya batubara. 

Tabel 5. Determinasi R Square  
R 

Square 

R Square 

Adjusted 

Pengelolaan Sumber Daya 

Batubara  

0.664 0.655 

 

Analisis metrik R-squared (R²) mengindikasikan bahwa peraturan lingkungan hidup, 

subsidi dan insentif, serta pengawasan pemerintah secara bersama-sama menjelaskan sebagian 

besar variabilitas Pengelolaan Sumber Daya Batubara. Nilai R² adalah 0,664, menunjukkan bahwa 

sekitar 66,4% dari variabilitas dalam praktik-praktik pengelolaan sumber daya batubara dijelaskan 

oleh faktor-faktor ini. Nilai Adjusted R-squared (R²), yang mempertimbangkan kompleksitas model 
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dan penalti untuk overfitting, sedikit lebih rendah, yaitu 0,655. Nilai penyesuaian ini menunjukkan 

bahwa sekitar 65,5% dari varians dalam Manajemen Sumber Daya Batubara dijelaskan oleh variabel 

independen, memberikan estimasi yang lebih konservatif dengan tetap memperhitungkan jumlah 

prediktor dalam model. 

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

Tabel 6. Uji Hipotesis  
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Valu

es 

Pengawasan Pemerintah  -> 

Pengelolaan Sumber Daya Batubara  

0.644 0.641 0.092 6.967 0.00

0 

Regulasi Lingkungan -> Pengelolaan 

Sumber Daya Batubara  

0.550 0.558 0.095 5.584 0.00

0 

Subsidi dan Insentif -> Pengelolaan 

Sumber Daya Batubara  

0.477 0.475 0.088 4.866 0.00

0 

 

Analisis menunjukkan hubungan yang signifikan antara variabel-variabel kunci dan 

Pengelolaan Sumber Daya Batubara. Pengawasan Pemerintah menunjukkan statistik T sebesar 

6,967, dengan nilai P sebesar 0,000, yang menunjukkan signifikansi statistik yang kuat. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah yang lebih baik berkorelasi positif dengan 

peningkatan praktik-praktik pengelolaan sumber daya batubara di Indonesia. Demikian pula, 

Peraturan Lingkungan Hidup menunjukkan statistik T sebesar 5,584 dan nilai P sebesar 0,000, 

menggarisbawahi dampak signifikan dari standar lingkungan hidup yang lebih ketat terhadap 

pengelolaan sumber daya batubara. Subsidi dan Insentif juga menunjukkan hubungan yang 

signifikan secara statistik, dengan statistik T sebesar 4,866 dan nilai P sebesar 0,000, yang 

menyiratkan bahwa insentif keuangan yang ditujukan untuk mendorong praktik-praktik 

berkelanjutan berkontribusi positif terhadap hasil pengelolaan sumber daya batubara. Temuan ini 

menyoroti peran penting dari kerangka kerja peraturan dan insentif ekonomi dalam membentuk 

strategi pengelolaan sumber daya yang efektif di sektor batu bara. 

PEMBAHASAN 

Analisis SEM-PLS mengungkapkan beberapa hubungan yang signifikan antara variabel-

variabel kunci, yang menjelaskan dinamika pengelolaan sumber daya batubara di Indonesia: 

Pengawasan Pemerintah dan Pengelolaan Sumber Daya Batubara menunjukkan hubungan 

positif yang signifikan secara statistik (T = 6,967, p <0,001), yang menunjukkan bahwa pengawasan 

pemerintah yang efektif memainkan peran penting dalam mendorong praktik-praktik pengelolaan 

yang berkelanjutan di dalam industri batubara. Peraturan Lingkungan Hidup juga menunjukkan 

pengaruh yang signifikan terhadap praktik-praktik pengelolaan sumber daya batu bara (T = 5,584, 

p <0,001), yang menyoroti peran penting kerangka kerja peraturan dalam mendorong keberlanjutan 

lingkungan hidup dan memitigasi dampak-dampak negatif yang terkait dengan ekstraksi dan 

penggunaan batu bara. Selain itu, Subsidi dan Insentif menunjukkan hubungan positif yang 

signifikan dengan pengelolaan sumber daya batu bara (T = 4,866, p <0,001), yang menunjukkan 

bahwa insentif keuangan dan kebijakan yang mendukung dapat mendorong para pemangku 

kepentingan industri untuk mengadopsi praktik-praktik yang berkelanjutan, dengan demikian 

meningkatkan efisiensi sumber daya dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor batu bara. 

Temuan-temuan ini menggarisbawahi dampak multifaset dari faktor peraturan, pemerintah, dan 

ekonomi dalam meningkatkan hasil pengelolaan sumber daya batu bara. 

Pengawasan pemerintah memainkan peran penting dalam mempengaruhi pengelolaan 

sumber daya batu bara dengan memandu dan mengatur perilaku perusahaan batu bara (Sun et al., 

2022). Pengawasan yang efektif melibatkan pemantauan yang sistematis dan terintegrasi untuk 

mencegah degradasi lingkungan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan (Listiyani & 
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Hayat, 2019). Namun, penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pengawasan di antara para 

pemangku kepentingan dan pihak berwenang tidak selalu optimal, sehingga menghambat 

terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi (Listiyani et al., 2021). Esensi dari 

penguasaan negara atas pertambangan batubara menekankan pada tanggung jawab pemerintah 

untuk membuat pengaturan, kebijakan, dan memberikan bimbingan untuk memastikan 

kemakmuran rakyat melalui pengelolaan sumber daya batubara yang tepat (Suryaningsi et al., 

2015). Selain itu, pengawasan pemerintah secara langsung berdampak pada keselamatan produksi 

tambang batu bara, dengan kinerjanya yang menjadi faktor penting dalam memastikan operasi yang 

aman di dalam industri ini (X. Wang et al., 2010). Secara keseluruhan, pengawasan pemerintah 

memainkan peran penting dalam membentuk strategi dan perilaku perusahaan batu bara menuju 

praktik pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Implikasi untuk Teori, Praktik, dan Kebijakan 

- Kontribusi Teoritis: Studi ini berkontribusi pada kerangka teori dengan menunjukkan 

secara empiris interaksi antara mekanisme peraturan, insentif ekonomi, dan struktur tata kelola 

dalam membentuk praktik pengelolaan sumber daya. Penelitian ini meningkatkan pemahaman kita 

tentang bagaimana faktor-faktor ini secara kolektif mempengaruhi perilaku industri dan hasil 

lingkungan. 

- Implikasi Praktis: Dari sudut pandang praktis, temuan-temuan ini menggarisbawahi 

pentingnya pendekatan kebijakan terpadu yang menggabungkan pengetatan peraturan dengan 

insentif ekonomi yang ditargetkan untuk mendorong praktik-praktik berkelanjutan di sektor batu 

bara. Para pemangku kepentingan industri dapat memanfaatkan wawasan ini untuk 

mengoptimalkan strategi operasional dan meningkatkan kinerja lingkungan. 

- Rekomendasi Kebijakan: Para pembuat kebijakan di Indonesia dan negara-negara lain 

yang memiliki konteks yang sama harus mempertimbangkan untuk memperkuat kerangka kerja 

peraturan, meningkatkan mekanisme penegakan hukum, dan memperluas insentif keuangan untuk 

mendorong praktik-praktik pengelolaan sumber daya batu bara yang berkelanjutan. Upaya-upaya 

kolaboratif yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, para pemangku kepentingan industri, 

dan kelompok-kelompok advokasi lingkungan hidup sangatlah penting untuk mencapai tujuan-

tujuan tersebut. 

Keterbatasan dan Arah Masa Depan 

- Keterbatasan Metodologi: Meskipun SEM-PLS memberikan hasil yang kuat, 

ketergantungan studi ini pada data cross-sectional membatasi wawasan mengenai hubungan sebab 

akibat dari waktu ke waktu. Penelitian di masa depan dapat menggunakan desain longitudinal 

untuk menangkap perubahan dinamis dalam lingkungan peraturan dan respons industri. 

- Kekhususan Kontekstual: Temuan-temuan yang ada bersifat spesifik untuk konteks 

Indonesia dan mungkin tidak dapat digeneralisasikan sepenuhnya ke wilayah atau sektor sumber 

daya lainnya. Studi perbandingan di berbagai konteks yang berbeda dapat memberikan wawasan 

yang lebih dalam mengenai universalitas temuan-temuan ini. 

 

5. KESIMPULAN  

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menawarkan wawasan empiris mengenai faktor-faktor 

penentu pengelolaan sumber daya batu bara di Indonesia, dengan fokus pada peraturan lingkungan 

hidup, subsidi dan insentif, serta pengawasan pemerintah. Penelitian ini menyoroti hubungan 

positif yang signifikan antara faktor-faktor tersebut dan praktik-praktik berkelanjutan di industri 

batu bara. Pengawasan pemerintah menjadi sangat penting, dengan kerangka kerja peraturan yang 

ketat dan penegakan hukum yang efektif dianggap sangat penting dalam memandu perilaku 

industri menuju keberlanjutan lingkungan. Demikian pula, subsidi dan insentif ditemukan untuk 

mendorong para pemangku kepentingan terhadap praktik-praktik yang meningkatkan efisiensi 

sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan. Temuan-temuan ini menunjukkan implikasi 
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penting bagi kebijakan dan praktik industri, yang mendesak para pembuat kebijakan untuk 

memperkuat kerangka kerja peraturan, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan 

memperluas insentif keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor batu bara. 

Pendekatan terpadu tersebut tidak hanya mendorong pelestarian lingkungan, tetapi juga 

meningkatkan kelangsungan hidup dan daya saing industri dalam jangka panjang. Penelitian di 

masa depan dapat mengeksplorasi studi longitudinal untuk melacak dampak peraturan dari waktu 

ke waktu dan analisis komparatif di berbagai wilayah untuk memvalidasi penerapan temuan ini. 

Dengan menyempurnakan pemahaman kita tentang dinamika ini, para pemangku kepentingan 

dapat menavigasi kompleksitas pengelolaan sumber daya alam dengan lebih baik dan memajukan 

tujuan keberlanjutan yang lebih luas secara efektif.
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